BAB I1
TINJAUAN UMUM TENTANG JABATAN NOTARIS, AKTA OTENTIK,
PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS YANG BAIK, RANGKAP
JABATAN NOTARIS DAN TINJAUAN TENTANG TUGAS JABATAN

KETUA PROGRAM STUDI PERGURUAN TINGGI

A. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris
1. Jabatan Notaris
Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh
aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat
yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai
keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini, maka
mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk
melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah
merasa dilayani oleh Notaris sesual dengan tugas jabatannya dapat
memberikan honorarium kepada Notaris.!
Dengan demikian, Notaris merupakan suatu jabatan yang
mempunyai karakteristik:
a) Sebagai Jabatan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan

unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya

!Mengenai pemberian honorarium kepada Notaris dapat dilihat dalam ketentuan Pasal
36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
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aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan
Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris
di Indonesia harus mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Jabatan
Notaris. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh
negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang
pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk
keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat
berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.?
b) Notaris Mempunyai Kewenangan Tertentu
Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan
hukumnya, sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan
tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian
jika seseorang pejabat, dalam hal ini Notaris, melakukan suatu tindakan
diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai
perbuatan melanggar wewenang.
c) Diangkat dan Diberhentikan Oleh Pemerintah

Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris
diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang
membidangi _kenotariatan.® Notaris - meskipun secara administratif
diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notarismenjadi
subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya (pemerintah). Dengan

demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:

2Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia (Yogyakarta: Ull Press, 2004), him. 38.
SLihat di dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
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1) bersifat mandiri (autonomous);

2) tidak memihak siapapun (impartial);

3) tidak tergantung kepada siapapun (independent), yang berarti dalam
menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang
mengangkatnya atau oleh pihak lain.

d) Tidak Menerima Gaji atau Pensiun Dari yang Mengangkatnya

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak

menerima gaji serta pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima

honorarium*dari = masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat
memberikan pelayanan Cuma-Cuma untuk mereka yang tidak mampu.
e) Akuntabilitas atas Pekerjaannya Kepada Masyarakat
Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang
memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum
perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggungjawab untuk melayani
masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan
menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat
dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini

merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.>

“Honorarium berasal dari kata latin Honor yang artinya kehormatan,kemuliaan, tanda
hormat/penghargaan semula mengandung pengertian balas jasa para nasabah atau klien kepada
dokter, akuntan, pengacara, dan Notaris. Kemudian pengertian itu meluas menjadi uang imbalan
atau jasa atau hasil pekerjaan seseorang yang tidak berupa gaji tetap. Umpamanya, honorarium
untuk pengarangpenerjemah, ilustrator, atau konsultan. K. Prent, Adi Subrata, dan W.J.S.
Poerwadarminta, Ensiklopedi Nasional Indonesia, Cetakan Keenam (Yogyakarta: Kanisius,
2001), him. 387.

SHabib Adjie, Hukum Notaris... Op. Cit., him. 16.
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2. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Dalam kosakata bahasa Indonesia, ada istilah “penjabat”
(menggunakan huruf n) dan “pejabat” (tanpa huruf n). Istilah atau kata
“penjabat” maupun “pejabat” dari segi arti kata mempunyai arti atau
pengertian berbeda. Penjabat dapat diartikan sebagai pemegang jabatan
orang lain untuk sementara, sedangkan pejabat sebagai pegawai pemerintah
yang memegang jabatan (unsur pimpinan) atau orang yang memegang suatu
jabatan.®

Suatu jabatan sebagai personifikasi hak dan kewajiban dapat
berjalan oleh manusia atau subjek hukum. Yang menjalankan hak dan
kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah pejabat. Jabatan bertindak
dengan perantaraan pejabatnya.’ Jabatan merupakan lingkungan pekerjaan
tetap sebagai subjek hukum (persoon), yakni pendukung hak dan kewajiban
(suatu personifikasi). Sebagai subjek hukum, maka jabatan itu dapat
menjamin kesinambungan hak dan kewajiban.

Dengan demikian hubungan antara jabatan dan pejabat, bahwa
jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap). Jabatan dapat berjalan
olen manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga disebut
pejabat. Pejabat adalah yang menjalankan hak dan kewajiban jabatan.
Pejabat (yang menduduki jabatan) selalu berganti-ganti, sedangkan jabatan

terus-menerus (continue), artinya pejabat bisa digantikan oleh siapapun,

6Zain Badudu, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994),
him. 543.

'E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cetakan Keenam
(Jakarta: Ichtiar, 1999), him. 124.
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sedangkan jabatan akan tetap ada selama diperlukan dalam suatu struktur
pemerintah atau organisasi.

Hubungan antara jabatan dengan penjabat, bagikan 2 (dua) sisi
mata uang, pada satu sisi bahwa jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan
tetap). Sisi yang kedua bahwa jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai
pendukung hak dan kewajiban sehingga yang mengisi atau menjalankan
jabatan disebut pejabat atau pejabat adalah yang menjalankan hak dan
kewajiban jabatan. Oleh karena itu suatu jabatan tidak akan berjalan jika
tidak ada pejabat yang menjalankannya.

Kata pejabat lebih merujuk kepada orang yang memangku suatu
jabatan.® Segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang sesuai dengan
kewenangannya merupakan implementasi dari jabatan. Istilah pejabat umum
merupakan terjemahan dari istilah openbaare ambtenaren yang terdapat
dalam Pasal 1 angka 1 Reglement op het Notaris Ambt in Indonesie dan
Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (BW). Pasal 1 angka 1 Reglement op het
Notaris Ambt in Indonesiemenyebutkan bahwa:®

De notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om

authentieke —op ~ te -maken wegens alle handelinggen,

overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene, dat
bij authentiek geschrift belanghebbenden verlangen, dat bij
authentiek - geschrift bkijken zal, daarvan de dagteekening te
verzekeren, de akte in bewaring te houden en daarvan grossen,
afschriften en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het

opmaken dier akten door eene algemeene verordening niet ook aan
andere ambteneren of personen opgedragen of voorhebehouden

8Indroharto, Usaha Memahami Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara,
Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), him. 28.

®Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris (Surabaya, Refika Aditama, 2007), him. 12.
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is.(Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang
untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian,
dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau
oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam
suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan
aktanya dan memberikan grosse, salinan, dan kutipannya,
semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan
umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau
orang lain).

Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (BW) meneyebutkan:1°
Eene authentieke acte is de zoodanige welke in de wettelijken vorn
is verleden, door of ten overstaan van openbare ambtenaren die
daartoe bevoegd zijn terplaatse alwaar zulks is geschied. (Suatu
akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang

ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum
yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat).

Menurut kamus hukum salah satu arti dari ambtenaren adalah
pejabat. Dengan demikian openbare ambtenaren adalah pejabat yang
mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat
jika openbare ambtenaren diartikan sebagai pejabat publik. Khusus
berkaitan dengan openbare ambtenaren yang diterjemahkan sebagai pejabat
umum diartikan sebagai pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta
otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu
diberikan kepada Notaris. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Notaris
dikualifikasikan sebagai pejabat umum, tapi kualifikasi Notaris

Aturan  hukum sebagaimana tersebut di atas yang mengatur
keberadaan Notaris tidak memberikan batasan atau definisi mengenai
pejabat umum, karena sekarang ini yang diberi kualifikasi sebagai pejabat

umum bukan hanya Notaris saja, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan

OLihat di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
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Pejabat Lelang juga diberi kualifikasi sebagai pejabat umum. Dengan
demikian pejabat umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau
diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam
pembuatan akta otentik, dan Notaris sebagai pejabat umum kepadanya
diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik.

Oleh karena itu Notaris sudah pasti pejabat umum, tapi pejabat
umum belum tentu Notaris, karena pejabat umum dapat disandang pula oleh
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang.!! Sehingga dapat
dipahami bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan
wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang

otentik (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna).

3. Reposisi Notaris Dari Pejabat Umum Ke Pejabat Publik
Dalam Wet op het Notarisambt yang mulai berlaku tanggal 3 April
19992, Pasal 1 huruf a disebutkan bahwa “Notaris: de ambtenaar”, Notaris
tidak lagi disebut sebagai Openbaar Ambtenaar, sebagaimana tercantum
dalam Pasal 1 Wet op het Notarisambtyang lama (diundangkan Juli 1842,
Stb 20). Tidak dirumuskan lagi Notaris sebagai pejabat umum atau bukan,
dan perlu diperhatikan bahwa istilah Openbaar Ambtenaar dalam konteks

ini tidak bermakna umum, tetapi bermakna publik.t®

"Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia, Cetakan Pertama (Bandung:
CV. Mandar Maju, 2009), him. 20.

2https://wetten.overheid.nl/BWBR0010388/2020-01-01, Akses 7 Januari 2020.

Bphilipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum (Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 2005), him. 80



https://wetten.overheid.nl/BWBR0010388/2020-01-01
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Ambt pada dasarnya adalah jabatan publik. Dengan demikian
jabatan Notaris adalah jabatan publik tanpa perlu atribut Openbaar.'
Penjelasan Pasal 1 huruf a tersebut di atas bahwa penggunaan istilah-istilah
Notaris sebagai Openbaar Ambtenaar sebagai tautologie.’®

Jika ketentuan dalam Wet op het Notarisambttersebut di atas
dijadikan rujukan untuk memberikan pengertian yang sama terhadap
ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang
menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk
membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN. Maka Pejabat Umum yang dimaksud
dalam Pasal 1 angka 1 UUJN harus dibaca sebagai Pejabat Publik atau
Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta otentik
(Pasal 15 ayat [1] UUJN) dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN dan untuk melayani kepentingan
masyarakat.®

Notaris sebagai pejabat publik dalam pengertian mempunyai
wewenang dengan pengecualian. Dengan mengkategorikan Notaris sebagali
pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna umum, bukan publik
sebagai khalayak umum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama

dengan pejabat publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai

41bid.

5Tautologie adalah deretan atau urutan kata yang memiliki pengertian yang hampir
sama. Dikutip dalam S. Wojowasito, Kamus Umum Belanda-Indonesia (Jakarta: Ichtiar Baru-Van
Hoeve, 1990), him. 80.

®Habib Adjie, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris, Cetakan Pertama (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), him. 50.
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Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk
masing-masing pejabat publik tersebut.

Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik,
yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum
pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha
Negara yang bersifat konkret, individual, dan final'" serta tidak
menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum
perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak
(wilsvorming) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat
di hadapan atau oleh Notaris.

Sengketa dalam bidang perdata diperiksa di pengadilan umum
(negeri). Pejabat publik dalam bidang pemerintahan produknya yaitu Surat
Keputusan atau Ketetapan yang terikat dalam ketentuan Hukum
Administrasi Negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang
bersifat individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum perdata, dan sengketa dalam Hukum
Administarasi diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa Notaris sebagai Pejabat Publik yang

bukan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara.

YLihat di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara.
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4. Kewenangan Notaris

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh
aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat
yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai
keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum.!® Dengan dasar ini dapat
dipahami bahwa kehadiran Notaris sudah tentu mempunyai kewenangan
dalam hal pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat otentik.

Wewenang Notaris dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan
(3) Undang-Undang Jabatan Notaris:*®

(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua
perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh
peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki
oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta
autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta,
menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan
Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga
ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang
lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Notaris berwenang pula:

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian
tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam
buku khusus;

b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar
dalam buku khusus;

c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa
salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan
digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat
aslinya;

18Secara substantif akta Notaris dapat berupa: (1) suatu keadaan, peristiwa, atau
perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik
untuk dijadikan sebagai alat bukti, (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan
hukum tertentu wajib menggunakan atau dibuat dalam bentuk akta otentik.

B¥Lihat di dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
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e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan
pembuatan akta;
f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g. membuat akta risalah lelang.
(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan.”

Kewenangan Notaris yang dilakukan dalam hal menjalankan
jabatannya sebagai Notaris dalam membuat akta otentik merupakan
kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur
melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Standar
wewenang yang dimaksud adalah kewenangan Notaris dalam melakukan
perbuatan-perbuatan hukum dalam membentuk suatu alat bukti yang
sempurna.

Kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan undang-
undang yang berlaku. Pelanggaran atas kewenangan yang telah diberikan
oleh undang-undang tersebut menimbulkan akibat pertanggungjawaban
hukum. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut,
Notaris sebagai pejabat umum memperoleh wewenang secara atribusi,
karena wewenang tersebut diciptakan dan diperoleh berdasarkan Undang-
Undang Jabatan Notaris. Jadi wewenang yang diperoleh Notaris bukan
berasal dari lembaga lain misalnya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia.?

Habib Adjie, Hukum Notaris... Op. cit., him. 78.
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5. Kewajiban Notaris

Adapun kewajiban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya

ialah sebagai berikut:?

1.

10.

4

12.

bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan
menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan
hukum;

membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya
sebagai bagian dari Protokol Notaris;

melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada
Minuta Akta;

mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta
berdasarkan Minuta Akta;

memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya
dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta
sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang
menentukan lain;

menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi
buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan
jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta
tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan
mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya
pada sampul setiap buku;

membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau
tidak diterimanya surat berharga;

membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut
urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;

mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i
atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar
wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada
minggu pertama setiap bulan berikutnya;

mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat
pada setiap akhir bulan;

mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara
Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya
dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang
bersangkutan;

2L ihat di dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
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13. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh
paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi
khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan
ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan
Notaris;

14. menerima magang calon Notaris.

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh

Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran
tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris. Kewajiban Notaris yang
tercantum di atas yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana
tersebut dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris, “Tindakan
pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal
41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang
mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai
akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat

menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut

penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris ”.??

6. Larangan Notaris
Adapun larangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya
ialah sebagai berikut:?®

(1) Notaris dilarang:
a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

2L ihat di dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

BLihat di dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
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o

meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari

kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;

merangkap sebagai pegawai negeri;

merangkap jabatan sebagai pejabat negara;

merangkap jabatan sebagai advokat;

merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan

usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan

usaha swasta;

g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah
dan/atau Pejabat Lelang Kelas 11 di luar tempat kedudukan
Notaris;

h. menjadi Notaris Pengganti; atau

I. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma

agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat

mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

oD a0

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang
dilakukan oleh Notaris, jika larangan ini_dilanggar oleh Notaris maka
kepada Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana
tersebut dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris yang
menyebutkan, “Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat
(1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16
ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal
16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k,
Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal
59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa: a. teguran lisan; b.
teguran tertulis; c. pemberhentian sementara;d. pemberhentian dengan

hormat; atau e. pemberhentian dengan tidak hormat. "

%L ihat di dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
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7. Majelis Pengawas Notaris

Bahwa pengawasan terhadap Notaris dimaksudkan agar Notaris
dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berdasarkan dan mengikuti
peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris. Sehingga
Notaris dalam ‘melaksanakan tugas jabatannya wajib berpegang dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris
secara melekat, artinya segala hal yang disebutkan dalam peraturan
perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris wajib diikuti.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Jabatan Notaris dan juga sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan
Jabatan Notaris di Indonesia tahun 1860 nomor 3(Reglement op het Notaris-
ambt in Indonesie), pengawasan dan penjatuhan sanksi dilakukan oleh
pengadilan negeri yang pada waktu itu diatur dalam Pasal 50 Reglement op
het Notaris-ambt in Indonesie.

Seorang Notaris yang melakukan perbuatan dengan mengabaikan
keluhuran martabat atau tugas jabatannya, melanggar peraturan umum atau
melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun di luar lingkup
jabatannya sebagai Notaris, hal -itu akan dilaporkan kepada pengadilan
negeri oleh penuntut umum yang di daerah hukumnya terletak tempat
kedudukan Notaris itu.

Kemudian seiring perkembangan hukum Notariat, maka

pengawasan oleh Notaris dilakukan olen Mahkamah Agung dan peradilan
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umum sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkup Peradilan Umum dan
Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan
Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan
Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VI11/1987 tentang Tata Cara
Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir dalam
Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lebih
lanjut P. Nicolai berpendapat, tujuan pengawasan merupakan langkah
preventif untuk memaksakan kepatuhan.?®

Setelah adanya reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah
Agung dan berdasarkan aturan tersebut, maka Mahkamah Agung hanya
mempunyai kewenangan dalam lingkup peradilan saja. Maka sejak
diadakannya pembatasan terhadap kewenangan Mahkamah Agung tersebut,
kemudian pengawasan terhadap Notaris yang semula diatur dalam Pasal 54
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dicabut melalui Pasal 91 Undang-
Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga kewenangan
untuk - melakukan - pengawasan, - pemeriksaan, penjatuhan = sanksi, dan
pembinaan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia dengan cara membentuk Majelis Pengawas Notaris.?®

PRidwan H.R, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),
him. 311.
ZMuhammad Luthfan Hadi Darus, Op. Cit., him. 116.
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B. Tinjauan Tentang Akta Otentik dan Akta Notaris
1. Akta Otentik

Dalam Pasal 1867 KUHPerdata disebutkan ada istilah akta otentik
dan Pasal 1868 KUHPerdata memberikan batasan secara unsur yang
dimaksud dengan akta otentik yaitu:

a. Akta itu harus dibuat oleh (door)atau di hadapan (ten overstaan) seorang
pejabat umum.

b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

c. Pegawai umum (pejabat umum) oleh/atau di hadapan siapa akta itu
dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Otentik atau authentiek?” dapat diartikan: “bersifat umum, bersifat
jabatan, memberi pembuktian yang sempurna (dari surat-surat); khususnya
dalam kata authentieke akte. Para Notaris istimewa ditunjuk untuk membuat
akta otentik baik atas permintaan atau atas perintah; akan tetapi juga
beberapa pejabat negeri yang berhak membuatnya mengenai hal-hal yang
berhubungan dengan tugas pekerjaannya.”

Satu syarat lagi yang harus ditambahkan vyaitu akta otentik
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena di dalam akta
otentik tersebut di dalamnya telah termasuk semua unsur bukiti:

a. tulisan;
b. saksi-saksi;

C. persangkaan-persangkaan;

2N.E. Algra, H.R.W. Gokkel, dkk, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae; Belanda-
Indonesia, Dalam Habib Adjie, Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris, Cetakan Ketiga
(Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), him. 6.
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d. pengakuan;
e. sumpah.

Aurti kata otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna
dapat pula ditentukan bahwa siapa pun terikat dengan akta tersebut,
sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa akta otentik merupakan
sebutan yang diberikan kepada pejabat tertentu yang dikualifikasikan
sebagai pejabat umum, seperti akta otentik tidak saja dapat dibuat oleh
Notaris, misalnya juga oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)?®, Pejabat

Lelang, dan pegawai Kantor Catatan Sipil.

2. Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis
Alat bukti yang sah atau diterima dalam suatu perkara (perdata)
pada dasarnya terdiri atas ucapan dalam bentuk keterangan saksi-saksi,
pengakuan, sumpah, dan tertulis dapat berupa tulisan-tulisan yang
mempunyai nilai pembuktian. Dalam perkembangan alat bukti sekarang ini
(untuk perkara pidana juga perdata) telah pula diterima alat bukti elektronik
atau yang terekam atau yang disimpan secara elektronis sebagai alat bukti

yang sah dalam persidangan pengadilan.

BAkta PPAT dapat dikategorikan sebagai akta otentik, meskipun sampai saat ini belum
ada perintah undang-undang yang mengatur mengenai akta PPAT. Menurut Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia, putusan tanggal 22 Maret 1972, nomor 937 K/Sip/1970, bahwa akta
jual beli tanah yang dilaksanakan di hadapan PPAT dianggap sebagai bukti surat yang mempunyai
kekuatan bukti yang sempurna. Dikutp dari, M. Ali Boediarto, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan
Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad (Jakarta: Swa Justitia, 2005), hIm. 146.
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Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat
mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, syarat-syarat sahnya suatu
perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 BW yang mengatur tentang syarat
sahnya perjanjian, ada syarat subjektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan
subjek yang mengadakan atau memuat perjanjian, yang terdiri atas kata
sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan
juga syarat objektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri
atau yang berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh
para pihak, yang terdiri atas suatu hal tertentu dan sebab yang tidak
dilarang.

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan
Notaris yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang:

a) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-
undang.

b) Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta
otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang
diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.

c) Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan
siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

d) Berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, hal ini sesuai
dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris.

e) Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin

kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.
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C. Asas-Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris yang Baik
Untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan Notaris dikenal
beberapa asas. Asas-asas tersebut ialah sebagai berikut:?®
1. Asas Persamaan

Pada awal kehadiran Notaris di Indonesia, sekitar tahun 1620
dengan kewenangan yang terbatas dan hanya untuk melayani golongan
penduduk tertentu atau melayani mereka yang bertransaksi dengan pihak
Vereenigde Oost Ind. Compagnie (VOC) dan pada masa pemerintahan
Hindia-Belanda, Notaris pernah diberi kewenangan membuat akta peralihan
untuk bidang tanahyang tunduk kepada ketentuan-ketentuan BW, untuk
tanah-tanah yang terdaftar dan untuk peralihan haknya harus dilakukan dan
didaftar pada pejabat-pejabat yang disebut Pejabat-pejabat Balik Nama
(Overschrijving-ambtenaren).

Sesuai dengan perkembangan jaman, institusi Notaris telah menjadi
bagian dari masyarakat Indonesia dan dengan lahirnya UUJN semakin
meneguhkan institusi Notaris. Dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan
keadaan sosial-ekonomi atau alasan lainnya. Alasan-alasan seperti ini tidak
dibenarkan untuk dilakukan oleh Notaris dalam melayani masyarakat, hanya
alasan hukum yang dapat dijadikan dasar bahwa Notaris dapat tidak

memberikan jasa kepada yang menghadap Notaris. Bahkan dalam keadaan

2Habib Adjie, Hukum... Op.cit.,hIm. 33-38.
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tertentu Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan
secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu.°
2. Asas Kepercayaan

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras
dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang
dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa,
jika ternyata mereka menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris sebagai
orang yang tidak dapat dipercaya, sehingga hal tersebut, antara jabatan
Notaris dan pejabatnya (yang menjalankan tugas jabatan Notaris) harus
sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Salah satu bentuk dari Notaris sebagai jabatan kepercayaan, maka
Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai
akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan
akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang
menentukan lain.3* Berkaitan hal tersebut, merupakan kelengkapan pada
Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai kewajiban ingkar
(Verschoningsplicht) Notaris.

Pelaksanaan Jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dimulai
ketika calon Notaris disumpah atau mengucapkan janji (berdasarkan agama

masing-masing) sebagai Notaris. Sumpah atau janji sebagai Notaris

%Lihat di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

31Lihat di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
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mengandung makna yang sangat dalam yang harus dijalankan dan mengikat
selama menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.
. Asas Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman
secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala
tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta.
Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan
kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh
Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika
terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman para pihak.
. Asas Kecermatan

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan
didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang
diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan
para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam
akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf
a, antara lain  dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak
seksama.
. Asas Pemberian Alasan

Setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris harus
mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang
bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada

para pihak/penghadap.
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6. Asas larangan Penyalahgunaan Wewenang
Pasal 15 UUJN merupakan batas kewenangan Notaris dalam
menjalankan tugas jabatannya. Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu
tindakan yang dilakukan oleh Notaris di luar wewenang yang telah
ditentukan. Jika Notaris membuat suatu di luar wewenang yang telah
ditentukan, maka tindakan Notaris dapat disebut sebagai tindakan
penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan seperti merugikan para pihak,
maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang
bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang
merugikan para pihak. Para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut
penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
7. Asas larangan Bertindak Sewenang-wenang
Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan,
tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau
tidak.Sebelum sampai pada keputusan seperti itu, Notaris harus
mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada
Notaris. Dalam hal ini Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu
tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, dan keputusan
yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan
kepada para pihak.
8. Asas Proporsionalitas
Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, Notaris dalam menjalankan tugas

jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait
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dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan Notaris,
wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para
pihak yang menghadap Notaris. Notaris dituntu untuk senantiasa mendengar
dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan
dalam akta Notaris, sehinngga kepentingan para pihak terjaga secara
proporsional yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.
9. Asas Profesionalitas
Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, Notaris wajib memberikan
pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan
menolaknya. Asas ini mengutamakan keahlian (keilmuan) Notaris dalam
menjalankan tugas jabatannya, berdasarkan UUJN dan Kode Etik Jabatan
Notaris. Tindakan profesional Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya
diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat di hadapan
atau oleh Notaris.
10. Asas Praduga Sah
Asas ini merupakan agar setiap tindakan pemerintah (pejabat
publik) selalu dianggap rechtmatig sampai ada pembatalannya atau lebih
dikenal dengan presumptio lustae Causa, yang maksudnya keputusan tata
negara harus dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya, sehingga

pada prinsipnya harus selalu dapat segera dilaksanakan.®2

%2Paulus Efendi Lotulung, Perbandingan Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan
Administrasi, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), him. 118.
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D. Rangkap Jabatan Notaris

Penentuan jabatan rangkap apa yang tidak boleh dirangkap oleh
pengemban jabatan Notaris bukanlah hal yang sulit untuk dijawab. Pasal 17
huruf c, d, e, f, g, h, dan i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang
secara eksplisit telah menyebutkan bahwa Notaris dilarang merangkap sebagai
pegawai negeri, merangkap jabatan sebagai pejabat negara, merangkap jabatan
sebagai advokat, merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan
Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha swasta,
merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah
jabatan Notaris, menjadi Notaris pengganti, melakukan pekerjaaan lain yang
bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat
mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Pengemban jabatan Notaris yang melanggar ketentuan tersebut dan
melakukan jabatan rangkap yang dilarang dalam Pasal 17 hurufc, d, e, f, g, h,
dan 1 UUJN tersebut, berdasarkan Pasal 85 dapat dikenakan sanksi berupa
teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian
dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat.

Sebagaimana disebutkan di atas, kaidah hukum yang tertuang dalam
UUJN, secara eksplisit telah mengatur mengenai rangkap jabatan yang dilarang
untuk diemban oleh Notaris berikut sanksinya jika terjadi pelanggaran
terhadapnya. Selanjutnya di bawah ini akan dilihat dari persepsi kaidah moral

yang berlaku bagi Notaris. Kode Etik lkatan Notaris Indonesia adalah
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merupakan seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan
Notaris Indonesia yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua
anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan
sebagai Notaris, termasuk para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti
dan Notaris Pengganti Khusus.

Berdasarkan Pasal 3 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, disebutkan
pada intinya bahwa Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan
jabatan Notaris wajib memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik;
menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris;
melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban
untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan
yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai jabatan Notaris.

Sehubungan dengan larangan mengenai jabatan rangkap bagi Notaris
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUJN, diatur pula dalam Kode Etik Ikatan
Notaris Indonesia, maka dalam hal ini dapatlah dikatakan bahwa pelanggaran
terhadap larangan jabatan rangkap bagi pengemban jabatan Notaris juga
merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik lkatan Notaris Indonesia. Oleh
karenanya, Dewan Kehormatan Perkumpulan lkatan Notaris Indonesia sesuai
kewenangannya masing-masing.

Berdasarkan Pasal 6 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, dapat
melakukan pemeriksaan bagi Notaris yang diduga melakukan pelanggaran dan

menjatuhkan sanksi kepada pengemban jabatan Notaris yang terbukti



52

melanggar Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, yang sanksinya dapat berupa:
Teguran, peringatan, Schorsing (pemecatan sementara), Onzetting (pemecatan),
atau pemberhentian dengan tidak hormat. Notaris dituntut untuk senantiasa
“berjalan” dalam kaidah hukum dan kaidah moral yang telah ditentukan
baginya. Herlien Budiono mengatakan bahwa bekal intelektualitas diperoleh
Notaris dari pendidikan formal, magang dan pengalaman di dalam praktik.
Sedangkan bekal spiritualitas timbul dari dalam diri sendiri, dari dalam hati
nurani (conscience), dan terjabarkan sebagai perilaku di dalam menjalankan

jabatan Notaris sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Notaris.*®

. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Tugas Jabatan Ketua Program
Studi Perguruan Tinggi Swasta.

Program pemerintah dewasa ini adalah mensukseskan pembangunan
Nasional Bangsa Indonesia. Maka salah satu bidang yang digalakkan oleh
pemerintah yaitu pembangunan di bidang pendidikan, yang mempunyai arti
penting yang sifatnya berkesinambungan atau terus menerus yang bertujuan
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang diamanatkan dalam
pembukaan UUD 1945 pada alinea 1V.

Dengan demikian pendidikan merupakan suatu hal mutlak yang harus
dipenuhi dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia.
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan prosespembelajaran agar peserta didik secara aktifmengembangkan

3Herlien Budiono, Op. Cit., him. 178.
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potensi dirinya untuk memilikikekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
diri,kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, sertaketerampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat,bangsa, dan negara.3*

Jika seseorang telah menyelesaikan pendidikan dasar, pertama,
menengah akan dilanjutkan kembali pada jenjang yaitu Pendidikan Tinggi.
Pendidikan Tinggi sendiri merupakan jalur yang disediakan untuk memenuhi
kebutuhan wawasan yang lebih luas. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
sendiri bertujuan untuk mempersiapakn peserta didik dalam memasuki dunia
karir serta menyiapkan peserta didik untuk dapat berinteraksi dan hidup dengan
baik di dalam masyarakat.

Sistem Pendidikan Tinggi diharapkan mampu memudahkan seseorang
menuntut Pendidikan Tinggi sesuai dengan bakat, minat dan tujuannya,
meskipun dengan tetap mempertahankan persyaratan-persyaratan pendirian
program studi yang bersangkutan. Pendidikan Tinggi adalah jenjang
pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma,
program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta
program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan
kebudayaan bangsa Indonesia.®

Misi - utama - Pendidikan Tinggi  adalah  mencari, ~menemukan,
menyebarluaskan, dan menjunjung tinggi kebenaran. Agar misi tersebut dapat

diwujudkan, maka Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi

3Lihat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi.

®Lihat di dalam Pasal angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
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harus bebas dari pengaruh, tekanan, dan kontaminasi apapun seperti kekuatan
politik dan/atau kekuatan ekonomi, sehingga Tridharma Perguruan Tinggi,
yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dapat
dilaksanakan berdasarkan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.3®

Tugas utama negara di dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
adalah menjamin mutu Pendidikan Tinggi sehingga kepentingan masyarakat
tidak dirugikan. Sedangkan tugas utama negara dalam Pengelolaan Perguruan
Tinggi- adalah untuk menjamin agar otonomi Perguruan Tinggi dapat
diwujudkan.®

Pendidikan tinggi di Indonesia merupakan subsistem pendidikan
nasional yang mencakup program sarjana, magister, spesialis, doktor, dan
program - diploma. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi,
misi, tujuan, tugas, dan kewenangannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor
4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi,*® “Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah
pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana,
program- magister, program  doktor, dan.program profesi, serta program
spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan

kebudayaan bangsa Indonesia. ”

%Lihat di dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

7bid.

3Lihat di dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
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Kemudian, Perguruan Tinggi yang merupakan badan pelaksana
Pendidikan Tinggi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 4, 5, dan 6 Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, disebutkan bahwa® “‘Perguruan Tinggi
adalah ~ satuan  pendidikan yang = menyelenggarakan  Pendidikan
Tinggi.Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah
Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh
Pemerintah.Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah
Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat. ”

Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran
yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis
pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.*’Ketua
Program  Studi sebagai salah satu unsur penyelenggara pendidikan tinggi
merupakan elemen penting dan strategis dalam manajemen penyelenggaraan
pendidikan di Perguruan Tinggi.Ketua Program Studi bertugas memimpin dan
melaksanakan fungsi manajerial seperti membuat perencanaan, pelaksanaan
dan pengendalian proses kegiatan akademik serta pengadministrasian kegiatan
pendukungnya. Di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) sampai ayat (4) Peraturan
Pemerintah -Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, disebutkan

bahwa;*

%Lihat di dalam Pasal 1 angka 4, 5, dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

“OLihat di dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

“Lihat di dalam Pasal 52 ayat (1) sampai ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi,
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(1) Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua program
studi atau Ketua jurusan.

(2) Ketua program studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan
pelaksana akademik yang membawahinya.

(3) Ketua program studi diangkat oleh Rektor atas usul pimpinan
satuan pelaksana akademik yang membawahinya.

(4) Masa jabatan Ketua program studi adalah 4 (empat) tahun dan
dapat diangkat kembali.

F. Pendidikan Magister Kenotariatan

Masalah-masalah hukum di bidang Kenotariatan telah berkembang
sedemikian pesat, sejalan dengan pertumbuhan masyarakat dan pembangunan
Indonesia. Perkembangan ekonomi dalam skala dunia yang diikuti kemajuan di
bidang teknologi, menjadikan perjanjian dan kontrak keperdataan semakin
berkembang dan beragam. Dengan demikian, era globalisasi menuntut adanya
peningkatan keterampilan dan kemampuan para sarjana hukum dan Notaris
untuk mampu bersaing dengan para ahli hukum yang berasal dari sistem
hukum lain sebagai konsekuensi perekonomian yang semakin kompleks dan
berlangsung melampaui batas-batas negara.*?

Perkembangan pada era globalisasi itu jelas menuntut ketersediaan
tenaga-tenaga ahli hukum yang memiliki kemampuan lintas keilmuan untuk
memahami, menjelaskan serta memiliki kecakapan, independensi dalam
menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dan terus terjadi di bidang
hukum Kenotariatan. Seorang Notaris harus bersikap mandiri serta

memperhatikan kepentingan para pihak secara seimbang, sehingga dapat

“nttps://www.unud.ac.id/in/prodi34-S2%201lmu%20Kenotariatan.html,,  Akses 29
November 2019.
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diharapkan terjadinya suatu transaksi hukum yang tertib, adil serta terjamin
kepastian hukumnya. Seorang Notaris juga dituntut mampu melakukan
penemuan hukum serta pembentukan hukum bagi para pihak dan
merumuskannya dalam berbagai macam akta yang dibuatnya.*®

Program Kenotariatan merupakan cikal bakal Program Magister
Kenotariatan yang kini ada. Sejak tahun 2000, Program Magister Kenotariatan
telah mengganti program kenotariatan yang dulu hanya ada di enam perguruan
tinggi di Indonesia. Keenam perguruan tinggi negeri tersebut adalah
Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro,
Universitas Sumatera Utara, Universitas Airlangga dan Universitas
Padjadjaran. Jika di konversi dengan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia), maka lulusan Program Kenotariatan kala itu setara dengan level
tujuh. Hingga saat ini, telah ada 39 Program Magister Kenotariatan di berbagai

perguruan tinggi di Indonesia baik negeri maupun swasta.**

| bid.
“nttps://prasetya.ub.ac.id/berita/Restrukturisasi-dan-Standarisasi-Kurikulum-Magister-
Kenotariatan-20819-id.html, Akses 29 November 2019.
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